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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ombudsman RI D.I. Yogyakarta berperan penting dalam 

menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan 

maladministrasi, termasuk dalam kasus pengadaan barang box 

pedestrian oleh PT. Jasamarga Jogja-Bawen. Ombudsman RI D.I. 

Yogyakarta membantu mendorong pihak penyelenggara untuk 

lebih mempercepat proses penyelesaian perubahan ukuran box 

pedestrian sehingga dalam hal ini berhasil menyelesaikan laporan 

terkait pengadaan barang box pedestrian dalam proyek jalan tol 

Jogja-Bawen. 

B. Saran 

 

1. Ombudsman Republik Indonesia sebaiknya melakukan 

pembagian tugas terkait kewilayahan antara Ombudsman RI 

Perwakilan D.I. Yogyakarta dengan Ombudsman RI 

Perwakilan Jawa Tengah agar lebih meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. 

2. PT. Jasamarga Jogja-Bawen sebaiknya sebelum melakukan 

perencanaan pembangunan fasilitas umum seperti box 

pedestrian di area pemukiman warga melakukan koordinasi 

terlebih dahulu dengan pihak desa maupun pemerintah 

setempat agar tidak terjadi miskomunikasi dan hal yang 

dapat merugikan kepentingan masyarakat desa setempat. 
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